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ABSTRACT

Kristianus Nurak. NPM : 91811403161010. Juridica Review of Fraud Crimes
Through the Whatsapp Application According to Law Number 19 of 2016
concerning Information and Electronic Transactions. Supervised by Yusran
Maaroef and Erwin Taroreh.

Keywords: Criminal Law, Fraud

Advances in technology and communication make it easier for people to
absorb and share information with individuals and the public. Public information
is also made to follow all developments that occur. Advances in technology and
information are very much needed in communication, because of this it makes it
easier for the public in all ways, namely, communicating in new ways, selling in
new ways and doing business without any time and place restrictions.

The formulation of the problems in this study is. 1. What is the lega
arrangement for criminal acts of fraud in statutory regulations? 2. How is the
application of punishment to perpetrators of crimina acts of fraud through the
WhatsApp application?. This research uses normative juridical law research. The
approach used in this research is statutory approach

Arrangements regarding criminal acts of fraud through the WhatsApp
application are regulated in Indonesian laws and regulations, including the
Criminal Code and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law
Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The
application of penalties to perpetrators of fraud through the whatsapp application
by applying the articles contained in article 378 of the Criminal Code where there
is an objective element where the act of moving aims to hand over all property to
the perpetrator, give receivables (to the victim) and write off receivables (to the
perpetrator). Subjective elements, actions that benefit oneself and other parties
and against existing laws. The enactment of crimina sanctions where the actions
that must be held accountable for the actions committed but can aso be carried
out in layersusing the ITE Law.



ABSTRAK SKRIPSI

Kristianus Nurak. NPM : 91811403161010. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Whatsapp Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Di bimbing oleh Yusran
Maaroef dan Erwin Taroreh.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Penipuan

Kemajuan teknologi serta komunikasi yang memudahkan masyarakat dalam
menyerap dan membagikan sebuah informasi kepada individu maupun publik.
Bertepatan dengan kemajuan teknologi dan informasi publik pun dibuat untuk
mengikuti segala perkembangan yang terjadi. Dalam komunikasi sangat
diperlukannya kemajuan teknologi dan informasi, karena adanya hal tersebut maka
memudahkan publik dalam segala hal yakni, berkomunikasi dengan cara baru,
berjualan dengan cara baru dan berbisnis tanpa adanya batasan waktu dan tempat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan
hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam aturan perundang-undangan? 2.
Bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui
aplikasi whatsapp? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif,
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach atau
pendekatan perundang-undangan

Pengaturan tentang tindak pidana penipuan melalui aplikasi whatsapp diatur
dalam aturan perundang-undangan di Indonesia diantanya Kitab Undang Undang
Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik. Penerapan hukuman terhadap pelaku penipuan melaui aplikasi whatsapp
dengan menerapkan pasal pasal yang ada didalam pasal 378 KUHP dimana terdapat
Unsur Obyektif yang dimana perbuatan menggerakkan yang bertujuan untuk
menyerahkan segala harta benda kepada pelaku, memberi piutang (kepada korban)
dan menghapuskan piutang (kepada pelaku). Unsur Subyektif, perbuatan yang
menguntungkan diri sendiri dan pihak lain serta dengan melawan hukum yang ada.
Dengan terpenuhinya unsur tersebut maka diberlakukannya sanksi pidana dimana
perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan namun
dapat juga di lakukan pasal berlapis dengan menggunakan UU ITE.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Rechstaat, atau the rule of law, adalah dasar negara Indonesia, bukan sekedar
kekuasaan. Salah satu upayanya adalah mewujudkan kemajuan di bidang hukum dan
mewujudkan keadilan, kejelasan hukum, ketertiban, dan masyarakat yang paham dan
taat hukum dengan menempatkan hukum di atas segala kegiatan bernegara.
Berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945, penegakan hukum harus tunduk pada semua
peraturan yang berlaku.

Orang sekarang dapat lebih mudah menyerap dan berbagi informasi satu sama
lain dan masyarakat umum berkat kemajuan teknologi dan komunikasi. Seiring
dengan kemajuan teknologi, informasi publik selalu up to date pada semua
perkembangan. Kemajuan teknologi dan informasi sangat penting untuk komunikasi
karena memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan cara baru, menjual
dengan cara baru, dan melakukan bisnis kapan saja dan di mana saja.

Penerapan ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud, guna mempermudah kehidupan di dunia
dikenal dengan istilah teknologi. Namun, seiring perkembangan teknologi dan
perkembangan zaman, penggunaan yang dimaksudkan juga menimbulkan masalah

baru ketika digunakan secara tidak benar atau melanggar tujuan yang dimaksudkan.



Penipuan merupakan salah satu jenis kejahatan yang masih banyak terjadi di
masyarakat kita. Kejahatan penipuan tidak terlalu sulit dilakukan bagi mereka yang
melakukannya. Biasanya, penipuan dilakukan oleh seseorang yang memiliki
keterampilan komunikasi yang kuat dan mampu membujuk orang lain melalui
serangkaian kebohongan atau pernyataan fiktif.

Banyak sekali tindak kriminal penipuan yang terjadi saat ini, bahkan sudah
berkembang dengan baik ke berbagai bentuk, seperti penyadapan telepon pada
aplikasi WhatsApp. Kita dapat berbicara dengan orang lain melalui telepon, melalui
pesan teks, atau online melalui aplikasi seperti WhatsApp, Line, dan BlackBerry
Messenger tanpa batasan waktu atau jarak berkat ponsel.

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan penyadapan atau penyadapan informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik di komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain dilarang,
menurut Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik.

Perkembangan ini menunjukkan tingkat intelektual yang semakin tinggi dari
mereka yang melakukan tindakan penipuan yang semakin kompleks. Tindakan
penipuan selalu ada, dan seiring berjalannya waktu, bahkan cenderung semakin buruk
di masyarakat.

Pasal 378 KUHP mengatakan bahwa barang siapa menggunakan nama atau
reputasi palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mendapatkan sesuatu

dari orang lain atau menghapus hutang atau piutang untuk menguntungkan diri



sendiri atau orang lain secara melawan hukum, bersalah melakukan penipuan dan
muka. sampai empat tahun penjara.

Bentuk kegiatan kriminal yang paling umum di media elektronik adalah
penipuan, yang berkaitan dengan berbagai kegiatan, termasuk transaksi bisnis dan
pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan harga yang tidak wajar atau di
bawah normal.

Dengan penyadapan aplikasi WhatsApp, penulis berharap berdasarkan
penjelasan di atas dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tindak pidana
penipuan di media elektronik agar dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan
penelitian. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan
judul “Peninjauan Kembali Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi WhatsApp”
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam aturan
perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan
melalui aplikasi whatsapp?
C. Tujuan Masalah
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam

aturan perundang-undangan.
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2. Untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan
melalui aplikasi whatsapp.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu dapat memberikan manfaat sebagai
berikut :
1. Manfaat teoritis
Untuk memberikan sumbangan pemikiran, wawasan, dan ilmu
pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah
tindak pidana penipuan menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik dengan cara penipuan melalui aplikasi whatsapp.
2. Manfaat praktis
Secara praktis penulisan ini diharapakan dapat dijadikan sebagai acuan
atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai,
tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan menurut menurut

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
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